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ABSTRAK 

 

Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mensosialisasikan 

Fatwa Penundaan Pendaftaran Haji Bagi Yang Sudah Mampu 

 

Oleh Muhammad Anton Setiawan (1911170034) 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya 

majelis ulama Indonesia (mui) dalam mensosialisasikan fatwa 

penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu kepada 

masyarakat luas. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

berupa menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Adapun informan pada penelitian ini yaitu sekretaris majelis 

ulama Indonesia (MUI) kota Bengkulu, dan lima orang 

masyarakat kota bengkulu. Data-data yang diperoleh diolah 

kemudian dianalisis melalui reduksi data, analisis data, analisis 

perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa masyarakat yang ada dikota Bengkulu belum 

mendengar atau tahu adanya fatwa penundaan pendaftaran haji 

bagi yang sudah mampu dan mereka setuju atas fatwa yang 

dikeluarkan mui tersebut. Dan kurang gencarnya sosiallisasi yang 

dilakukan MUI kota Bengkulu dalam mensosialisasikan kepada 

masyarakat luas. 

 

Kata kunci: MUI, Sosialisasi, Fatwa Penundaan Pendaftaran 

Haji bagi Yang sudah mampu 
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ABSTRACT 

The  efforts of the Indonesian Ulema Council (MUI) to socialize 

the Fatwa on delaying  Hajj Registration for Those Who Can 

Afford it 

By Muhammad Anton Setiawan (1911170034) 

The purpose of this study was to find out the efforts of the 

Indonesia ulema council (MUI) in socializing the fatwa on 

delaying hajj registration for those who are already able to the 

wider community. The research method used is a qualitative 

research method with data collection techniques in the form of 

using observation, interviews and documentation. The informants 

in this study were the secretary of the Indonesian Ulema Council 

(MUI) in Bengkulu City, and five people from Bengkulu City. The 

data obtained were processed and then analyzed through data 

reduction, data analysis. comparative analysis. and conclusion. 

The results of this study indicate that the people in the city of 

Bengkulu have not heard or know of a fatwa on delaying Hajj 

registration for those who are able and they agree with the fatwa 

issued by the mui. And the lack of incessant socialization that the 

MUI of Bengkulu city did in socializing it to the wider 

community. 

 

Keywords: MUI , socialization, Fatwa on Postponement of Hajj 

Registration 

 

 

 

 



 

vii 

 

MOTTO 

 

“apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya 

menemukanmu . 

(Ali Bin Abi Thalib) 

 

“Hidup yang yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah 

dimenangkan” 

(M. Anton Setiawan) 

 

 “Menuntut ilmu adalah Taqwa. Menyapaikan ilmu adalah 

Ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah Zikir. Mencari ilmu adalah 

Jihad.” 

(Abu Hamid Al Ghazali) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Haji  merupakan  rukun Islam yang ke lima. 

Secara bahasa, Haji berarti menyengaja untuk 

mengunjungi. Sedangkan secara istilah, haji berarti pergi 

ke Baitullah (Ka’bah) untuk melaksanakan ibadah yang 

telah diperintahkan Allah SWT.
1
 Sebagaimana dijelaskan 

dalam Al-Qur’an  Surat Ali Imran ayat 97 Artinya: “Di 

sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) 

maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) 

amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap 

Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu 

bagi orang-orang yang mampumengadakan perjalanan ke 

sana, Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka 

ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan 

sesuatu) dari seluruh alam.
2
 

Hukum Islam merupakan bagian yang sangat 

penting dalam kehidupan seorang muslim dan ajaran 

Islam. Kajian akan hukum Islam menjadi sebuah kajian 

yang tidak akan lepas dari kajian akan Islam itu sendiri. 

Joseph Schacht, misalnya mengatakan bahwa hukum 

                                                           
1
 Tim Dep.Agama Fisip-Ut, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Pusat 

Penerbitan UT, cetakan ke-3, 2004), hlm. 473 
2
 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: 

CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 62 
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Islam adalah ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi paling 

tipikal dari cara hidup seorang muslim, dan merupakan 

inti dan saripati Islam itu sendiri. Oleh karena itulah 

kajian akan hukum Islam menjadi kajian yang sudah ada 

sejak periode awal Islam dan tetap berlangsung hingga 

saat ini. Keberlangsungan hukum Islam  paling tidak 

tergantung pada dua faktor utama. Pertama, bagaimana  

melakukan pembaruan terhadap fikih Islam sehingga 

sesuai dengan problematika sosial yang berkembang pada 

saat ini, dapat menemukan jalan keluar dan solusi yang 

tepat atas problem-problem tersebut serta tetap dalam 

koridor kesesuaian dengan murad asy-Syari.  

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan 

wadah musyawarah para ulama, zu‟ama dan cendekiawan 

muslim, adalah salah satu lembaga yang paling 

berkompeten di Indonesia untuk menjawab dan 

memecahkan persoalan sosial dan keagamaan yang 

dihadapi oleh masyarakat muslim Indonesia.  MUI bisa 

dikategorikan sebagai lembaga yang melakukan ijtihad 

jama‟i atau ijtihad kolektif atas persoalan keislaman 

dalam berbagai sisi kehidupan umat Islam di Indonesia, 

baik akidah, ibadah, sosial, kebangsaan, bahkan 

perundanganundangan. Diantara hasil ijtihad jama‟i MUI 

sejak masa berdirinya sampai saat ini bisa didapatkan 

dalam Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 yang tentunya 
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memiliki sejarah atas lahirnya berbagai fatwa yang sedikit 

banyak berpengaruh terhadap kehidupan umat Islam di 

Indonesia.  

kewajiban menyegerakan mendaftar haji bagi 

orang Indonesia yang sudah mampu didasarkan pada 

fatwa Majelis Ulama Indonesaia (MUI) Nomor 5 Tahun 

2020. Berdasarkan informasi data kependudukan 2010 

dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, 

terdapat sekitar 13 juta muslim Indonesia sudah tergolong 

istiṭā‘ah (mampu) secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi 

tidak mendaftarkan diri untuk haji.
3
 Kondisi seperti ini 

muncul pertanyaan tentang hukum orang yang tidak 

mendaftar haji padahal sudah mampu.
4
 Permasalahan 

keberangkatan ibadah haji sekarang berbeda dengan masa 

lalu, dulu orang berangkat haji belum sebanyak saat ini, 

kapan saja orang pergi haji fasilitasnya mencukupi dan 

tersedia, sedangkan sekarang jumlah orang mampu 

berangkat haji dengan segala kemudahan telah melebihi 

kapasitas tempat pelaksanaan haji, sehingga pemerintah 

Arab Saudi sebagai negara pemilik tempat pelaksanaan 

ibadah haji membagi kuota pertahun kepada semua negara 

                                                           
3
  Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 

Tahun 2020 (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020), 
4
 Realitas kehidupan masyarakat, banyak orang mampu 

melakasanakan ibadah haji tetapi enggan mendaftarkan diri menjadi calon 

haji dengan berbagai alasan..https://news.detik.com/berita/d-5596257/2-

tahun-tanpa pemberangkatan-masa-tunggu-hajidi-aceh-capai-30-tahun. 

Diakses pada 13 November 2022 
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dalam jumlah tertentu. Jumlah kouta yang diberikan tidak 

sebanding dengan orang yang mendaftar haji, maka 

pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama 

membuat sistem antri/daftar tunggu. Akibatnya masa 

tunggu keberangkatan haji di Indonesia membutuhkan 

waktu lama. Kondisi ini berpengaruh pada sikap 

masyarakat yang enggan mendaftar haji, dan menunda-

nunda pendaftarannya. Sesuai regulasi, saat ini tidak 

mungkin melaksanakan ibadah haji jika tidak melakukan 

pendaftaran haji dan masuk ke dalam daftar tunggu 

(waiting list). Menyikapi persoalan ini, MUI 

mengeluarkan Fatwa Nomor 5 Tahun 2020.  

Hasil Fatwa MUI adalah ibadah haji merupakan 

kewajiban ‘ala al-tarakhi bagi orang muslim yang sudah 

istiṭā‘ah. Namun demikian disunatkan baginya untuk 

menyegerakan ibadah haji. Selanjutnya MUI menetapakan 

kewajiban mendaftar haji bagi orang yang mampu 

(istiṭā‘ah) menjadi wajib ‘ala al-faur dengan beberapa 

kriteria, yaitu berusia 60 tahun ke atas, berkurang atau 

habisnya biaya pelaksanaan haji dan qadha haji. Jika salah 

satu kriteria ini telah terpenuhi, menunda-nunda 

pendaftaran haji ditetapkan hukum haram. Aspek ini 

menjadi signifikansi studi ini untuk menganalisis 

pertimbangan MUI tentang penetapan kriteria-kriteria 

orang yang wajib segera (‘ala al-faur) mendaftar haji, 
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serta argumen MUI menetapkan hukum haran bagi orang 

yang menunda-nunda pendaftaran haji bdi saat telah 

terpenuhi salah satu kriteria yang ditetapkam MUI. Tema 

ini menjadi menarik dikaji agar diketahui pertimbangan 

hukum MUI dalam menkotekstualisasi antara dalil hukum 

dengan kasus aktual di Indonesia. Kajian ini difokuskan 

pada pertimbangan MUI dalam menetapkan kriteria 

kewajiban mendaftar haji ‘ala al-faur dan ketetapan 

hukum haram penundaan pendaftaran haji bagi orang 

yang telah memenuhi kriteria. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya MUI kota Bengkulu dalam 

Mensosialisasikan fatwa penundaan pendaftran haji 

bagi yang sudah mampu ? 

2. Apakah masyarakat kota Bengkulu sudah tau tentang 

fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah 

mampu ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan MUI dalam 

mensosialisasikan Fatwa penundaan pendaftran haji 

bagi yang sudah mampu kemasyarakat luas 

2. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang 

fatwa penundaan pedaftaran haji bagi yang mampu. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini berguna sebagai referensi terkait dengan  

analisa fatwa majelis ulama Indonesia tentag 

penundaan pendaftaran ibadah haji bagi yang sudah 

mampu. Peneliatian ini juga berguna Untuk 

memperkaya khasanah  ilmu manajemen haji umroh 

khususnya, di bidang fatwa majelis ulama Indonesia 

tentang haji. 

2. Manfaat praktis 

penelitian ini diharapkan tahapan penelitian serta hasil 

penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan 

dan serta memperoleh pengetahuan tentang analisa 

fatwa majelis ulama Indonesia tentag penundaan 

pendaftaran ibadah haji bagi yang sudah mampu. 

Penelitian ini juga diharapkan  adalah  bahwa  hasil 

penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya 

pengembangan Ilmu Pemerintahan,  dan  berguna  

juga  untuk menjadi  referensi  untuk lebih mengetahui 

tentang fatwa fatwa majelis Indonesia dibidang ibadah 

khususnya tentang haji. Bagi  pihak - pihak  yang  

berkepentingan dengan  hasil  penelitian,  penulis  

berharap  manfaat  hasil  penelitian dapat   diterima   

sebagai   kontribusi   untuk   meningkatkan   kinerja 
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aparat melalui peningkatan gaya kepemimpinan yang 

efektif. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini, adapun penelitian yang hapir mirip dan 

sama dengan penelitian ini adalah : 

1. Skripsi karya Nur Afni Oktavia yang berjudul 

“kedudukan fatwa Dsn MUI sebagai dasar hukum 

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah” 

kesimpulan dari skripsi ini yaitu maka dapat 

digambarkan bahwa fatwa DSN-MUI sebagai rujukan 

resmi dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan tentang prinsip-prinsip syariah di Indonesia. 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN 

didasarkan pada Fatwa DSN MUI. Pasal 31 SK 

Direksi No 32/34/1999, bank umum wajib 

memperhatikan fatwa DSN MUI. Selanjutnya dapat 

disimpulkan bahwa Fatwa DSN MUI berkedudukan 

sangat penting dalam operasional ekonomi syariah 

setelah mendapatkan penegasan hukum oleh lembaga 

yang berwenang pada aturan yang berlaku. 

Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah tentang 

fatwa dsn yang membahas tentang perekonomian 

syariah sedangkan persamaan dengan penelitian 

penulis yaitu sama sama membahas fatwa MUI 
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sebagai salah satu sumber dari hukum islam yang ada 

di Indonesia. 

2. Artikel jurnal  karya Slamet Suhartono yang berjudul 

“Eksistensi fatwa ulama Indonesia dalam perspektif 

Negara hukum Pancasila” Berdasarkan uraian 

penjelasan di atas, disimpulkan bahwa keberadaan 

fatwa MUI di Indonesia sangat penting bagi 

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, 

khususnya dalam konteks pembangunan sistem hukum 

berbasis syari‟ah. Hal tersebut tercermin dari beberapa 

ketentuan peraturan perundangundangan yang masih 

menjadikan fatwa MUI sebagai rujukan. Bahkan, 

tanpa fatwa MUI tersebut, sebuah penyelenggaraan 

pemerintahan dapat dipermasalahkan keabsahannya, 

karena cacat secara prosedur. 

3. Skripsi siska kuriasih istitha’ah kesehatan jamaah haji 

dalam perspektif kementerian kesehatan RI 

kesimpulan dari skripsi ini yaitu melihat ketentuan 

istiha’ah kesehatan berdasarkan regulasi kementerian  

kesehatan yang dilakukan kepada calon jamaah haji. 

kesamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu 

penulis juga membahas tentang istitha’ah di dalam 

fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang mampu. 

Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu  

membahas regulasi istithaah kesehatan, penulis 
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membahas tentang fatwa penundaan penndaftaran 

ibadah haji bagi yang sudah mampu. 

4. Artikel Jurnal karya Muhammad Maulana Hamzah 

yang berjudul “Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam 

Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia” 

Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa 

fatwa MUI memiliki urgensi untuk menyatukan umat 

Islam dalam menyikapi pertanyaan yang muncul dari 

masyarakat sebagai produk transformasi sosial 

budaya. Walaupun kerap melahirkan kritik dan 

gesekan dengan pihak lainnya. Persamaan jurnal ini 

dengan tugas akhir penulis yaitu sama-sama meneliti 

tentang apa yang terjadi di masyarakat terhadap fatwa 

yang dikeluarkan MUI. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada yang diteliti. Penulis meneliti tentang 

fatwa haji bagi yang sudah mampu. Sedangkan jurnal 

ini menjelaskan tentang pengaruh fatwa MUI terhadap 

sosial budaya yang ada di Indonesia. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu 

penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai 

instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar 

dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada 

umumnya bersifat kualitatif.  Pendekatan yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, 
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yaitu  membuat gambaran tentag fatwa penundaan 

pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. Hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.
5
  Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara kepada informan. Teknik analisis data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif kualitatif, selanjutnya dianalisa secara kualitatif, 

yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil 

penelitian dalam bentuk uraian tertulis, pengelolaan data 

dalam penelitian kualitatif  dilakukan  dengan  cara  

mengklasifikasi  atau  mengkategorikan data sesuai fokus 

penelitian. 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian ini merupakan jenis penelitian 

lapangan (field research) dengan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan mode deskriptif, yang menggunakan berbagai 

data dari yang diteliti dilapangan. Metode kualitatif 

adalah suatu cara yang dilakukan dalam hal mencari 

mendefinisikan suatu penelitian dengan cara 

mengupulkan data dari beberapa cara yaitu 

wawancara, observasi dan buku buku yang dapat 

menunjang kelengkapan data skripsi tersebut. 

Penelitian kualitatif yang bersifat deskritif, yaitu data-

                                                           
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Yogyakarta: Alfabeta, 

2014), hal.8. 
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data yang terkumpul berbentuk kata kata, gambar 

bukan angka angka. Kalaupun ada angka-angka 

sifatnya hanya sebagai penunjang data yang di peroleh 

meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto,, 

dokumen pribadi dan lain lain. 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian  ini dilaksanakan setelah proposal 

diseminarkan dan mendapatkan surat izin penelitian 

pada bulan september 2022, lokasi penelitian yaitu : 

kantor wilayah majelis ulama Indonesia kota 

Bengkulu. 

3. Informan Penelitian 

Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang 

sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar 

memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, 

tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam 

menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi 

inilah sumber data yang berupa manusia di dalam 

penelitian kualitatif disebut sebagai informan.  

Informan yang penulis wawancarai adalah sekretaris 

majelis ulama Indonesia kota  Bengkulu. dan  5 orang 

dari masyarakat kota bengkulu untuk memberi 

tanggapan tentang fatwa penundaan pendaftaran 

ibadah haji ini. 
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4. Sumber Data 

Sumber Data Yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian adalah subjek data yang dapat 

diperoleh.  sumber data terdiri dari data utama dalam 

bentuk kata-kata atau ucapan atau prilaku orang-orang 

yang diamati dan diwawancarai. Sedangkan 

karateristik dari data pendukung berada dalam bentuk 

non manusia yaitu data tambahan dalam penelitian ini 

dapat berbentuk surat- surat, daftar hadir, data statistik 

ataupun gejala bentuk dokumentasi yang berhubungan 

fokus penelitian. 

a. Data primer 

Data primer. joko subagyo mengemukakan data 

yang di proleh langsung dari masyarakat baik 

dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat 

lainya merupakan data primer. Data primer dalam 

penelitian ini adalah data tentang fatwa majelis 

ulama Indonesia tentang pendaftaran haji bagi 

yang sudah mampu. Yang di peroleh melalui 

wawaancara kepada ketua dan pengurus dalam 

bidang tersebut menggunakan teknik observasi. 

b. Data sekunder 

Joko subagyo mengemukakan data yang di peroleh 

dari atau berasal dari bahan perpustakaan disebut 

data sekunder. Data ini biasaya di gunakan untuk 



 

13 

 

melengkapi data primer. Data yang diproleh bisa 

berupa arsip, dokumentasi, visi dan misi, struktur 

organisasi serta program kerja. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di pakai penulis yaitu: 

a. Observasi. Teknik pengumpulan data observasi 

dilakukan dengan pengamatan lansung. peneliti 

melakukan pengamatan di tempat terhadap objek 

penelitian untuk diamati menggunakan panca 

indra yang kemudian dikumpul dalam catatan dan 

alat rekam. 

b. Wawancara teknik pengumpulan data ini 

dilakukan langsung oleh peneliti dalam bentuk 

Tanya jawab atau wawancara oleh narasumber 

yang bertindak sebagai informan untuk 

memperoleh data yang di perlukan dalam 

penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa 

wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan gagasan melalui teknik 

Tanya jawab yang menghasilkan kontruksi makna 

tentang suatu topik tertentu.
6
 

 

                                                           
6
 Sugiyono, statistika untuk penelitian (Cet. XXVIII; Bandung: CV. 

Alvabeta,2017), hlm. 61. 
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6.   Teknik Analisis Data 

  Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan analisis deskripsi kualitatif 

dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan 

data dilapangan. Sehingga teknik analisa data ini 

digunakan untuk mengelola data yang terkumpul 

dilapangan tentang fatwa penundaan pendaftaran haji 

bagi yang sudah mampu di MUI kota Bengkulu. 

Analisa data merupakan upaya untuk mencapai dan 

menata secara sistematis catatan hasil wawancara, 

observasi, dokumentasi. Dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang 

diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang 

lain.
7
  Analisis data adalah proses pengorganisasian 

dan pengurutan data kedalam pola, kategori dan satuan 

uraian dasar .
8
 Joko Subagyo mengemukakan terhadap 

data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data 

yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa 

prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau 

sebaliknya.
9
 

                                                           
7
 Noen Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: RAKE 

SARASIN 1998),h.183 
8
 Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda 

Karya 2007), h.103 
9
 P. Joko Subagyo, metode penelitian dalam teori dan praktek, 

(Jakarta: rineka cipta, 2006), hal.97 
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui 

pembahasan yang ada pada skripsi  ini  secara  

menyeluruh,  maka  perlu  dikemukakan  sistematika  

yang merupakan  kerangka  dan  pedoman  penulisan  

skripsi.  Adapun  sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut: Penyajian laporan skripsi ini menggunakan 

sistematika penulisan sebagai berikut:  

1. Bagian Awal Skripsi Bagian awal memuat halaman 

sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan 

dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan keaslian, halaman motto dan persembahan, 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman 

daftar lampiran. 

2. Bagian Utama Skripsi Bagian utama terbagi atas bab 

dan sub bab yaitu sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab  ini  terdiri  dari  latar  belakang,  rumusan  

masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB II HAJI DAN UMRAH  

Dalam bab ini penulis membahas tentang fatwa 

penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu 

dan yang lainya :  
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a. Pengertian fatwa 

b. Urgensi fatwa 

c. Isi fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang 

sudah mampu 

d. Metode penetapan fatwa 

e. Pengertian haji 

f. Istithaah haji 

BAB III profil majelis ulama Indonesia 

Dalam bab ini penulis membahas tentang profil majelis 

ulama Indonesia seperti sejarah, visi dan misi MUI dan 

kepengurusan dewan majelis ulama Indonesia di Kota 

Bengkulu. 

BAB IV hasil penelitian dan Pembahasan  

Bab ini berisi hasil dari penelitian yang penulis lakukan 

sebelumnya dan di bahas didalam bab ini. 

3. Bagian Akhir Skripsi  

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang saran, 

kesimpulan, daftar pustaka, curriculum vitae dan daftar 

lampiran.   
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BAB II   

KAJIAN TEORI 

A. Fatwa 

1. Pengertian Fatwa 

Secara etimologi (lughawi), kata fatwa 

berasal dari bahasa arab al-Fatwa. Menurut Ibnu 

Mandzur, kata fatwa merupakan bentuk mashdar 

dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, 

baru penjelasan, penerangan.
10

 Paralel dengan 

pendapat tersebut, alFayumi sebagaimana dikutip 

oleh Ma’ruf Amin mengemukakan bahwa, “al-

fatwa berasal dari kata al-fata, artinya pemuda 

yang kuat”.11
 Berbeda dengan hal tersebut, 

menurut al-Jurjani, “fatwa berasal dari al-fata atau 

al-futya, artinya jawaban terhadap suatu 

permasalahan dalam bidang hukum, sehingga 

fatwa dalam pengertian ini diartikan sebagai 

memberikan penjelasan”.12
   

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

fatwa didefinsikan sebagai “jawab” (keputusan, 

pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu 

masalah. Arti lain dari fatwa menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah “nasihat orang 
                                                           

10
 Ibnu Mandzur, Lisan al-Arab – Juz XV, Dar Shadir, Beirut, 145 

11
 Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, Paramuda 

Advertising, Jakarta, 2008, 19 
12

 Ibid 
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alim”, “pelajaran baik”, “petuah”.13
 Sedangkan 

secara terminologi (syar’i), as-Syatibi menjelaskan 

bahwa, “fatwa dalam arti al-ifta berarti 

keteranganketerangan tentang hukum syara’ yang 

tidak mengikat untuk diikuti.
14

 Selanjutnya, 

menurut Yusuf Qardawi, “fatwa adalah 

menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan 

sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan 

oleh peminta fatwa baik secara perseorangan 

maupun kolektif”.15
 Selaras dengan pendapat 

Yusuf Qardlawy, Zamakhsyari sebagaimana 

dikutip oleh Ma’ruf Amin menyatakan bahwa, 

“fatwa adalah penjelasan hukum syara’ tentang 

suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau 

kelompok.
16

 Senada dengan hal tersebut, 

Murtadho Ridwan menyatakan bahwa fatwa 

merupakan hasil ijtihad ulama yang sangat 

mendalam untuk menyelesaikan masalah-masalah 

yang dihadapi masyarakat.
17

 

                                                           
13

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Balai Pustaka, Jakarta, 2003,. 314 
14

 Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas’ud al-Syatibi, alMuwafaqat fi Ushuli 

al-Ahkam – Juz IV, Dar al-Rasyad al-Haditsah, Beirut,. 141 
15

 Yusuf Qardlawy, al-Fatwa bain al-Indlibath wa al-Tasayyub, Dar al-Qalam, 

Mesir,. 5 
16

 Ma’ruf Amin, Op.Cit.. 20 
17

 Murtadho Ridwan, Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI Tentang 

Asuransi Syariah Ke Dalam PSAK 108, Jurnal ADDIN, Vol. 8 No. 1 Februari 

2014,.136 
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Berdasarkan penjelasan di atas, ada 2 (dua) 

hal penting yang harus digaris bawahi, pertama 

bahwa fatwa bersifat responsif, sebab pertama, 

fatwa merupakan jawaban atau pendapat hukum 

(legal opinion) atas pertanyaan atau permintaan 

fatwa (based on demand);sehingga, orang yang 

mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, 

kedua, fatwa sebagai jawaban hukum yang bersifat 

tidak mengikat, dengan kata lain, orang yang 

meminta fatwa baik perseorangan, lembaga, 

maupun masyarakat tidak harus mengikuti fatwa 

atau hukum yang diberikan kepadanya.  

Dengan demikian, fatwa selalu 

berhubungan dengan persoalan yang terjadi dan 

perlu jawaban secara hukum atas persoalan 

tersebut. Sehingga, fatwa seringkali berkaitan 

dengan peristiwa konkret. Fatwa menjadi bagian 

yang sangat penting dalam kehidupan sosial 

keagamaan. Fatwa juga menjadi legitimasi atas 

praktik sosialekonomi baru yang tidak terdapat 

secara ekspilisit aturan bakunya dalam al-Quran 

dan Sunah. 

Jika fatwa didasarkan pada dalil-dalil yang 

dipahami oleh mufti, maka keputusan pengadilan 

didasarkan pada bukti-bukti yang terpapar di 
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depan hakim.
18

 Fatwa dalam pengertian syara‟nya 

hanya berlaku untuk persoalan hukum syara‟ dan 

harus disertai dengan dalil yang menjadi dasar atas 

fatwa yang dikeluarkan. Oleh karena itu, fatwa 

hanya bisa dikeluarkan oleh orang atau lembaga 

yang memiliki kapabilitas dalam bidang hukum 

Islam. 

2. Urgensi Fatwa MUI 

Tujuan memberi fatwa adalah menjelaskan 

hukum Allah kepada masyarakat yang akan 

menjadi pedoman dan mengamalkannya. Oleh 

karena itu, tidak mengherankan jika hampir dalam 

semua kitab Ushul al Fiqh membahas masalah 

ifta’ dan menetapkan sejumlah adab (kode etik) 

dan persyaratan yang sangat ketat dan berat bagi 

seorang yang akan  menjadi mufti. Di antara 

prinsip dan persyaratan tersebut adalah bahwa 

mufti (orang atau lembaga yang memberikan 

fatwa) harus mengetahui hukum Islam secara 

mendalam berikut dalil-dalilnya. Tidak dibenarkan 

berfatwa hanya berdasarkan keinginan dan 

kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan yang 

tidak ada dasarnya pada dalil. Fatwa menemukan 

urgensitasnya karena ia memuat penjelasan dan 

                                                           
18

 Al-Qarafi, al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa „an al-Ahkam wa 

Tasharrufat al-Qadhi wa alImam, (Rabat: Dar al-Aman, 2010), hlm. 66. 
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bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai 

dari masalah ibadah, mu’malah (sosial, politik 

maupun ekonomi) hingga masalah-masalah aktual  

dan  kontemporer,  yang  muncul  seiring  dengan  

perkembanagan peradaban manusia. MUI sebagai 

wadah pengkhidmatan ulama kepada umat Islam 

di Indonesia, mempunyai beberapa fungsi dan 

tugas yang harus diemban. Salah satu fungsi dan 

tugas tersebut adalah memberi fatwa keagamaan di 

Indonesia. Fatwa sangat dibutuhkan oleh umat 

Islam yang tidak mempunyai kemampuan untuk 

menggali hokum langsung dari sumber 

sumbernya, karena fatwa memuat penjelasan 

tentang  kewajiban-kewajiban agama (Faraidl), 

batasan-batasan (hudud), serta menyatakan tentang 

haram atau halalnya sesuatu.
19

  

Ini berarti bahwa tugas para ulama (MUI) 

adalah meneruskan tugas yang dulu dilakukan oleh 

para nabi. Dalam hal ini tugas para ulama adalah 

mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan 

yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak 

baik atau amar ma’ruf nahi munkar. 

 

                                                           
19

  Muhammad  Ibn  Ahmad al-Mahallî,  Syarh  ‘alâ  Matn  Jam’i  al-
Jawâmi’,  (Mesir: Musthafâ al-Bâbi al-Halabi), Juz II h. 379 
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B. Isi Fatwa MUI tentang Penundaan Pendaftaran 

Haji Bagi yang mampu 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 005/MUNAS X/ MUI/XI/2020 Tentang 

PENUNDAAN PENDAFTARAN HAJI BAGI 

YANG SUDAH MAMPU Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X 

pada tanggal 10-12 Rabi’ul Akhir 1442 H/25-27 

November 2020, setelah : 

MENIMBANG : 

1. bahwa berdasarkan informasi data 

Kependudukan 2010 dan Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, terdapat 

sekitar 13 juta muslim Indonesia yang sudah 

tergolong istitha’ah (mampu) secara ekonomi 

untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri 

untuk haji; 

2. bahwa kondisi di atas muncul pertanyaan 

tentang hukum orang tidak mendaftar haji 

padahal sudah mampu;    

3. bahwa untuk itu, Majelis Ulama Indonesia 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah 

mampu, untuk dijadikan sebagai pedoman.   

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:  
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a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu; 

  َ  

نّ اسۡت ط اع  الّ يۡهّ  ل ى النَّاسّ حّجُّ الۡب يۡتّ م  ّ ع  لِّلٰه و 

بيّۡلًا  يۡن   ؕس  ِّ ل  هٰ نّ الۡ نىّ  ع   َ َ  َ ا ََّّّ لٰلّه    َ  َ نۡ  م    و 

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia 

terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang 

sanggup (istitha’ah) mengadakan perjalanan ke 

Baitullah. Barangsiapa mengingkari 

(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah 

Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 

semesta alam. (QS. Ali Imran [3]: 97)  

b. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam 

kebaikan:  

جۡه ة   لكُّلٍّ وِّ تّؕا و  هَ يۡ لِّيۡهَ  اسۡت بّقوُا الۡخ  هوُ  مُو    

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) 

yang ia menghadap kepadanya. Maka 

berlomba-lombalah (dalammembuat) 

kebaikan. (QS. Al-Baqarah [2]: 148). 

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:  

1. Hadis tentang kewajiban haji:  

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. 

bersabda: “Islam itu didirikan atas lima 

perkara. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan 

yang berhak disembah melainkan Allah dan 
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Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan 

sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan 

Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah 

bagi yang mampu melakukannya." (Mutafaqun 

Alaih)  

2. Hadis-hadis  tentang perintah untuk 

menyegerakan ibadah haji, antara lain:  

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Rasulullah Saw. 

bersabda: “Bersegeralah kalian berhaji-yaitu 

haji yang wajib-karena salah seorang di antara 

kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya. 

[HR. Ahmad)  

Dari Ibnu Abbas ra. Dari al-Fadhl (atau 

sebaliknya) berkata: Rasulullah Saw. bersabda: 

“Barangsiapa hendak melaksanakan haji, 

hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang 

seseorang itu sakit, binatang (kendaraannya) 

hilang, dan adanya suatu hajat yang 

menghalangi”. (HR. Ibnu Majah)   

3. Hadis tentang maksud dari kata istitha’ah 

dalam haji:  

Dari Yunus dari al Hasan, berkata: “Ketika 

turun ayat: ada seorang laki-laki bertanya: Ya 

Rasulullah, apakah yang disebut sabil (jalan) 
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itu? Rasulullah menjawab: bekal dan 

kendaraan”. (HR. al-Daruquthni)   

3. Kaidah Fikih dan Ushul Fikih, antara lain:  َّ  

Pada dasarnya perintah (Amr) itu tidak menuntut 

dilaksanakan segera. 

Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari 

kemaslahatan.  َّ  

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap 

rakyat harus mengikuti kemaslahatan.  

MEMPERHATIKAN:   1. Pendapat para imam 

tentang kewajiban haji, apakah ‘ala al-faur atau 

‘ala al-tarakhi, antara lain:  

a. Pendapat al-Syarqawi Ibnu ‘Abidin dalam 

kitab Radd alMukhtar (2/462): 

{dalam masalah yang hampir sama) yaitu 

tentang mendahulukan haji dari pada nikah. 

Menurut Imam Abu Hanifah kewajiban haji itu 

tidak boleh ditunda jika sudah mampu, 

termasuk mendahulukan ibadah haji dari pada 

menikah. Masalah ini dikupas Panjang lebar 

dalam kitab alHidayah.  

b. Pendapat Ibnu al-Hajj al-Maliki dalam kitab al-

Madkhal (4/214):  Barangsiapa yang memiliki 

kendaraan dan biaya yang dapat 
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menyampaikannya ke Baitullah, kemudian dia 

tidak berhaji sampai dia meninggal,  maka dia 

mati dalam keadaan yahudi atau nashrani. Hal 

itu berdasarkan firman Allah “Mengerjakan 

haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, 

yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha’ah) 

mengadakan perjalanan ke Baitullah”. Kecuali 

dia kedua orang tuanya atau salah satunya 

tidak mengizinkan karena butuh ditemani 

(diasuh), maka boleh baginya menunda selama 

satu atau dua tahun, sebagaimana penjelasan 

yang sudah lewat. Hal ini jika umurnya belum 

60 tahun.  Jika sudah berumur 60 tahun maka 

dia wajib menyegerakan ibadah haji dan tidak 

mengakhirkan dengan alasan orang tua lainnya 

dan tidak perlu istikharah. 

c. Pendapat Imam al-Syafii yang terdapat dalam 

kitab alMajmu karya Imam al-Nawawi 

(7/102):  

Disunnahkan bagi orang yang sudah mampu 

untuk menyegerakan ibadah haji, karena 

berbuat baik harus segera disegerakan dan 

karena apa yang terjadi di hari esok tidak ada 

yang tahu. Menunda haji satu atau dua tahun di 

saat sudah mampu hukumnya boleh, karena 
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haji diwajibkan pada tahun keenam hijriyah 

dan Nabi Saw. melaksanakan haji pada tahun 

ke sepuluh hijriyah dengan tanpa uzur. 

d. Pendapat al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-

Muhtaj (4/4): 

 “Haji dan Umrah itu tidak harus dilakukan 

pada saat orang telah mampu (karena haji 

adalah wajib muwassa’) dengan syarat dia 

harus berniat untuk menunaikannya di waktu 

mendatang serta adanya dugaan kuat bahwa ia 

masih mampu untuk melakukanny. Haji dan 

umrah dapat menjadi  wajib mudhayyaq 

kafena; nadzar, khawatir sakit, khawatir 

hilangnya harta, dan sebab mengqadla haji atau 

umrah yang fasid. Jika seseorang menunda haji 

di saat mampu kemudian dia mati dia termasuk 

orang fasik terhitung sejak waktu penundaan 

sampai hari matinya. Semua kesaksiannya 

ditolak dan keputusannya dibatalkan.  

e. Penjelasan Ibnu Hayyan dalam kitab al-Bahru 

al-Muhith (3/340):   َّ  Menurut Abu Umar bin 

al-Barr, dalil yang menjadi dasar pendapat 

boleh menunda pelaksanaan haji adalah ijma’ 

para ulama yang tidak menghukumi orang 

yang sudah mampu dan menunda hajinya 
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dengan kata fasik. Hal ini berbeda dengan 

orang yang kelewatan waktu shalat maka dia 

wajib men-qadlanya. Para ulama juga sepakat, 

bahwa orang yang sudah istithaah tetapi 

hajinya dilaksanakan setelah beberapa tahun, 

tidak dianggap hajinya sebagai haji qadla. 

Tidak ada riwayat yang jelas tentang batas 

waktu yang ditolelir pelakasaan haji dengan 

‘tarakhi”, kecuali riwayat dari Sahnun, bahwa 

jika seseorang yang istithaah dan telah 

berumur 60 tahun dan tidak berhaji maka 

dihukumi sebagai orang fasik. 

4. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha’ah 

Kesehatan Haji;  

5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang 

dalam Sidang Komisi Bidang Fatwa pada 

Musyawarah Nasional MUI X pada tanggal 26 

November 2020.  Dengan bertawakkal kepada 

Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG 

PENUNDAAN PENDAFTARAN HAJI    BAGI 

YANG SUDAH MAMPU 

Pertama :    Ketentuan Umum  
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Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:  

1. Wajib ‘ala al-tarakhi adalah suatu kewajiban 

yang pelaksanaannya tidak mesti disegerakan.   

2. Wajib ‘ala al-faur adalah suatu kewajiban yang 

pelaksanaannya mesti disegerakan. 

Kedua : Ketentuan Hukum  

1. Ibadah haji merupakan kewajiban ‘ala al-tarakhi 

bagi orang muslim yang sudah istitha’ah namun 

demikian disunnahkan baginya untuk menyegerakan 

ibadah haji.   

2. Kewajiban haji bagi orang yang mampu 

(istitha’ah) menjadi wajib ‘ala al-faur jika:  a. sudah 

berusia 60 tahun ke atas; b. khawatir berkurang atau 

habisnya biaya pelaksanaan haji; atau c. qadla’ atas 

haji yang batal. 

3. Mendaftar haji bagi orang yang memenuhi 

kriteria pada angka 2, hukumnya wajib   

4. Menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang 

memenuhi kriteria pada angka 2, hukumnya haram.  

5. Orang yang sudah istitha’ah tetapi tidak 

melaksanakan haji sampai wafat wajib 

dibadalhajikan.  

6. Orang yang sudah istitha’ah dan sudah mendaftar 

haji tetapi wafat sebelum melaksanakan haji, sudah 

mendapatkan pahala haji dan wajib dibadalhajikan.  
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Ketiga   :   Rekomendasi  

Pemerintah membuat kebijakan untuk 

memprioritaskan calon jamaah yang sudah masuk 

kategori wajib ‘ala al-faur.  

Keempat   :   Ketentuan Penutup  

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata 

terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.    

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang 

memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak 

dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 11 Rabi’ul 

Akhir1442 H  26 November 2020 M 

 

C. Metode Penetapan Fatwa MUI 

Dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa 

MUI, fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama 

mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk 

umum (Pasal 1). Penetapan fatwa dilakukan secara 

kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi 

Fatwa dengan didasarkan pada Al-Qur‟an, Hadis, 

Ijma, Qiyas dan dalil lain yang muktabar (Pasal 2, 3). 

Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan 

antisipatif, dan fatwa yang ditetapkan bersifat 
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argumentatif (memiliki kekuatan hujjah), legitimatif 

(menjamin penilaian keabsahan hukum, kontekstual 

(waqiiy), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat 

(Pasal 4). 

Metode penetapan fatwa MUI dilakukan dengan 

lebih dahulu melakukan kajian komprehensif untuk 

mendapatkan gambaran yang utuh tentang masalah 

(tashawwur al-masalah) dengan cara menelaah 

pendapat para fuqaha, para imam madzhab, fatwa-

fatwa lain yang terkait serta pandangan ahli fikih 

untuk masalah yang dihadapi. Jika masalah yang 

diajukan untuk mendapatkan fatwa sudah jelas dalil 

dan hukumnya, maka akan ditetapkan sebagai mana 

adanya, jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan 

ulama, maka akan dilakukan metode al-jam‟u wa at-

taufiq untuk mencari titik temu dan langkah 

kompromistis atas perbedaan yang ada, dan jika 

metode itu tidak bisa digunakan, maka akan dilakukan 

tarjih, mencari dalil dan pendapat yang paling kuat.  

Sebaliknya, jika persoalan yang diajukan belum 

ditemukan pendapat hukumnya, maka akan dilakukan 

ijtihad secara kolektif melalui metode bayani dan 

ta‟lili (qiyasi, istishlahi, ilhaqi, istihsani dan sadd 

add-arai‟) dengan memperhatikan kemaslahatan 

umum dan  (pasal 5-7).  Metode yang dilakukan oleh 
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MUI dalam menetapkan fatwa ini, jika dicermati 

mengikuti metode ijtihad intiqa‟i (mengkomparasikan 

dan menseleksi pendapat hukum dari para ulama yang 

telah ada) dan ijtihad insya‟i (mengkreasikan atau 

menginovasi hukum baru) sebagaimana yang 

diungkap oleh Yusuf al-Qardhawi.
20

 Langkah dan 

prosedur yang dipakai oleh MUI dalam menetapkan 

fatwa juga hampir sama dengan langkah dan prosedur 

yang dipakai oleh Wahbah az-Zuhaili dalam 

menuliskan salah satu karya monumentalnya, alFiqh 

al-Islami wa Adillatuh.
21

 

D. Pengertian haji  

Indonesia merupakan negara yang sedang 

membangun yang mempunyai masalah kependudukan 

yang serius, yaitu jumlah penduduk yang besar disertai 

dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dan 

persebaran penduduk yang tidak merata. Haji pada 

hakikatnya merupakan sarana dan media bagi umat 

Islam untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah dan 

Tanah Suci setiap tahun. Karena setiap tahun sebagian 

umat muslim dari seluruh dunia datang untuk 

menunaikan ibadah haji.  

                                                           
20

 Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad al-Mu‟ashir, Bain al-Indhibath wa al-

Infirath, (Beirut: alMaktab al-Islami, 1998), juga dalam 
21

 Lihat metode penyusunan kitabnya dalam Wahbah az-Zuhaili, al-

Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,(Damaskus; Dar al-Fikr, 1985), jilid I, hlm. 8-12 
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Berbicara tentang kewajiban haji dan umrah, telah 

diterangkan dalam Firman-Nya. Firman Allah SWT 

dalam AlQur‟a Artinya; “Dan sempurnakanlah ibadah 

haji dan umrah karena Allah” (QS. Al-Baqarah [2]: 

196)  

Haji menurut bahasa adalah tujuan, maksud dan 

menyengaja. Bahwa lafal “haji”memakai fatha 

awalnya dan boleh pula dengan kasrah, menurut 

lughot ialah menyengaja atau banyakbanyak 

menyegaja kepada sesuatu yang diagungkan. Menurut 

Imam Taqiyuddin bahwa haji menurut bahasa adalah 

bersengaja, Al-Kholil mengatakan banyak 

menyengaja. M. Bagir Al-Hasby menyebutkan bahwa 

haji adalah mengunjungi ka’bah dan sekitarnya dikota 

makkah untuk mengerjakan ibadah thawaf, sa’i, 

wukuf di arafah dan sebagainya, semata-mata demi 

melaksanakan perintah Allah dan meraih keridhaan-

Nya.  

Menurut Sayyid Sabiq didalam kitabnya ialah: 

Mengujungi mekkah untuk mengerjakan ibadah 

thawaf, sai, wukuf di arafah, dan melakukan ibadah-

ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah dengan 

mengharap keridhannya.”  Ahmad Thib Raya dan Siti 

Musdah Mulia menyebutkan dalam bukunya bahwa 

haji ialah menuju ke Ka’bah untuk melakukan 
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perbuatan-perbuatan tertentu. Atau dengan perkataan 

lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat 

tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu.  

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami 

bahwa  haji secara etimologi, haji berasal dari bahasa 

arab Al-hajj yang berarti mengunjungi atau 

mendatangi. Dalam terminologi fiqh, haji diartikan 

sebagai perjalanan mengunjungi Ka’bah untuk 

melakukan ibadah tertentu. Haji juga didefinisikan 

sebagai bepergian ke Ka’bah pada bulan-bulan 

tertentu untuk melakukan ibadah thawaf, sa’i, wukuf 

dan manasik-manasik lain untuk memenuhi panggilan 

Allah Swt, serta mengharapkan keridhaan-Nya.  Haji 

sebagai salah satu rukun Islam yang mewajibkan kita 

untuk menunaikannya jika mampu, tetapi karena 

keterbatasan kuota untuk menunaikan ibadah haji ke 

Tanah Suci maka tidak memungkinkan kita untuk 

bersegera menunaikannya.  Adapun dalam sabda 

Rasulullah SAW menyatakan :  

 عليهن:قل,جهاد النساءمن هلٰلي,يارسوللّ

َةوالِٰ  الحج:جهادل قتاَيه                                                          

Artinya; “Aisyah bertanya: Wahai Rasulullah; 

“Adakah kewajiban jihad bagi wanita?”, Beliau 

menjawab; ”Bagi mereka ada kewajiban jihad tanpa 
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peperangan, yaitu haji dan umrah.” (Hadis Riwayat 

Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah) 

g. Syarat haji 

1. Islam   

Pengertian Islam secara  harfiyah artinya damai, 

selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk 

dari tiga huruf, yaitu S (sin), L (lam), M (mim) 

yang bermakna dasar “selamat” (Salama).  

2. Baligh   

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam 

yang menunjukkan seseorang telah mencapai 

kedewasaan. "Baligh" diambil dari kata bahasa 

Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai", 

maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada 

tahap kedewasaan".  

3.Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan 

baligh apabila :  

a. Mengetahui, memahami, dan mampu   

membedakan mana yang baik dan mana yang 

buruk, serta  

b. Telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan 

atau sudah mengalami mimpi basah.(bagi 

laki-laki)  
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c. Telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan 

atau sudah mengalami "menstruasi". (bagi 

perempuan)  

4. Berakal   

Berakal adalah sebutan seseorang yang 

mampu memahami dan berkomunikasi dengan 

orang lain, keadaan, atau suatu masalah. 

h. Rukun Haji  

1. Ihram yaitu berpakaian ihram, dan niat 

ihram dan haji Melaksanakan ihram disertai 

dengan niat ibadah haji dengan memakai 

pakaian ihram. Pakaian ihram untuk pria 

terdiri dari dua helai kain putih yang tak 

terjahit dan tidak bersambung semacam 

sarung. Dipakai satu helai untuk selendang 

panjang serta satu helai lainnya untuk kain 

panjang yang dililitkan sebagai penutup 

aurat. Sedangkan pakaian ihram untuk 

kaum wanita adalah berpakaian yang 

menutup aurat seperti halnya pakaian biasa 

(pakaian berjahit) dengan muka dan telapak 

tangan tetap terbuka. 

2. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah 

Yakni menetap di Arafah, setelah 

condongnya matahari (kea rah Barat) jatuh 
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pada hari ke-9 bulan dzulhijjah sampai 

terbit fajar pada hari penyembelihan kurban 

yakni tanggal 10 dzulhijjah. 

3. Tawaf yaitu tawaf untuk haji (tawaf 

Ifadhah) tawaf adalah mengelilingi ka’bah 

sebayak tujuh kali, dimulai dari tempat 

hajar aswad (batu hitam) tepat pada garis 

lantai yang berwarna coklat, dengan posisi 

ka’bah berada di sebelah kiri dirinya 

(kebalikan arah jarum jam). Macam-macam 

Thawaf  :  

 

a. Tawaf Qudum yakni tawaf yang 

dilaksanakan saat baru tiba di Masjidil 

Haram dari negerinya.  

b. Tawaf tamattu’ yakni tawaf yang 

dikerjakan untuk mencari keutamaan 

(tawaf sunnah)  

c. Tawaf Wada’ yakni tawaf yang 

dilaksanakan ketika akan meninggalkan 

Makkah menuju tempat tinggalnya.  

d. tawaf Ifadha yakni tawaf yang 

dikerjakan setelah kembali dari wukuf di 

Arafah. Tawaf  Ifadha merupakan salah 

satu rukun dalam ibadah haji. 
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4. Sa'i yaitu lari-lari kecil antara shafa dan 

marwah 7 (tujuh) kali Syarat melakukan 

sa’i adalah sebagai berikut :  

a. Dilakukan dengan diawali dari bukit 

Shafa, kemudian diakhiri di bukit 

Marwah. Kepergian orang tersebut dari 

bukit Shafa ke bukit Marwah dihitung 1 

kali, sementara kembalinya orang 

tersebut dari bukit Marwah ke bukit 

Shafa juga dihitung 1 kali.  

b. Dilakukan sebanyak 7 kali.  

c. Waktu sa’i adalah sesudah thowaf rukun 

maupun qudun.  

5. Tahallul artinya mencukur atau 

menggunting rambut sedikitnya 3 helai  

6. Tertib yaitu berurutan  

i. Wajib haji 

Wajib Haji, yaitu sesuatu yang harus 

dikerjakan, tapi sahnya haji tidak tergantung 

atasnya, karena dapat diganti dengan  dam 

(denda) yaitu menyembelih binatang. Berikut 

kewajiban haji yang harus dikerjakan, yaitu :  

1. Ihram dari Miqat, yaitu memakai 

pakaian Ihram (tidak berjahit), dimulai 

dari tempat-tempat yang sudah 
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ditentukan, terus menerus sampai 

selesainya Haji. Dalam melaksanakan 

ihram ada ketentuan kapan pakaian 

ihram itu dikenakan dan dari tempat 

manakah ihram itu harus dimulai. 

Persoalan yang membicarakan tentang 

kapan dan dimana ihram tersebut 

dikenakan disebut miqat atau batas yaitu 

batas-batas peribadatan bagi ibadah haji 

dan atau umrah. Miqat ada beberapa 

macam, yaitu: Miqat ada beberapa 

macam.  

a. Miqat zamani (batas waktu) pada 

konteks (yang berkaitan) untuk 

memulai niat ibadah haji, adalah 

bulan Syawal, Dzulqa’dah dan 10 

malam dari bulan dzilhijjah (hingga 

sampai malam hari raya qurban). 

Adapun (miqat zamani) pada konteks 

untuk niat melaksanakan “Umrah” 

maka sepanjang tahun itu, waktu 

untuk melaksanakan ihram umrah.  

b. Miqat makani (batas yang berkaitan 

dengan tempat) untuk dimulainya niat 

haji bagi hak orang yang bermukim 
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(menetap) di negeri makkah, ialah 

kota makkah itu sendiri. Baik orang 

itu penduduk asli makkah, atau orang 

perantauan. Adapun bagi orang yang 

tidak menetap di negeri makkah, 

maka:  

1. Orang yang (datang) dari arah kota 

Madinah as-syarifah, maka miqatnya 

ialah berada di (daerah) “Dzul 

Halifah” 

2. Orang yang (datang) dari arah negeri 

Syam (syiria), Mesir dan Maghribi, 

maka miqatnya ialah di (daerah) 

“Juhfah”  

3. Orang yang (datang) dari arah 

Thihamatil Yaman, maka miqatnya 

berada di daerah “Yalamlam”.  

4. Orang yang (datang) dari arah daerah 

dataran tinggi Hijaz dan daerah 

dataran tinggi Yaman, maka 

miqatnya ialah berada di bukit 

“Qaarn”.  

5. Orang yang (datang) dari arah negeri 

Masyrik, maka miqatnya berada di 

desa “Dzatu “Irq”.  
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2. Bermalam di Muzdalifah sesudah 

wukuf, pada malam tanggal 10 

Dzulhijjah.  

3. Bermalam di Mina selama2 atau 3 

malam pada hari tasyriq (tanggal 11, 12 

dan 13 Dzulhijjah). 

4. Melempar jumrah 'aqabah tujuh kali 

dengan batu pada tanggal 10 Dzulhijjah 

dilakukan setelah lewat tengah malam 9 

Dzulhijjah dan setelah wukuf. 

5. Wajib haji yang ketiga adalah melempar 

jumrah “Aqabah”, yang dilaksanakan 

pada tanggal 10 Dzulhijjah, sesudah 

bermalam di Mudzalifah. Jumrah sendiri 

artinya bata kecil atau kerikil, yaitu 

kerikil yang dipergunakan untuk 

melempar tugu yang ada di daerah Mina. 

Tugu yang ada di Mina itu ada tiga 

buah, yang dikenal dengan nama 

jamratul’Aqabah, Al-Wustha, dan ash-

Shughra (yang kecil). Ketiga tugu ini 

menandai tepat berdirinya ‘Ifrit (iblis) 

ketika menggoda nabi Ibrahim sewaktu 

akan melaksanakan perintah 

menyembeliih putra tersayangnya Ismail 
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a.s. di jabalqurban semata-mata karena 

mentaati perintah Allah SWT. 

6. Di antara ketiga tugu tersebut maka tugu 

jumratul ‘Aqabah atau sering juga 

disebut sebagai jumratul-kubra adalah 

tugu yang terbesar dan terpenting yang 

wajib untuk dilempari dengan tujuh 

buah kerikil pada tanggal 10 Dzulhijjah. 

7. Melempar jumrah ketiga-tiganya, yaitu 

jumrah Ula, Wustha dan 'Aqabah pada 

tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah dan 

melemparkannya tujuh kali tiap jumrah.  

8. Meninggalkan segala sesuatu yang 

diharamkan karena ihram.  

E. Istitha’ah  

1. Pengertian Istitha’ah 

Menurut bahasa (Etimologi),  istitha’ah  berarti 

kemampuan  dan  kesanggupan  melakukan  sesuatu. 

Menurut istilah, istitha‟ah  adalah kemampuan fisik , 

kemampuan harta dan  kemampuan pada  waktu  

seseorang  hendak  mengerjakan haji    atau    umrah.
22

 

Istitha’ah adalahh kemampuan atau kesanggupan  

                                                           
22

 Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jendral  Penyelenggaraan  

Haji dan  Umrah, Keputusan Mudzakarah  Perhajian Indonesia,  (Jakarta:  

2015),  h. 10 
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fisik/badan, biaya dan  keamanan    untuk  melakukan 

perjalanan ke Mekkah dalam rangka ibadah haji.
23

  

Berdasarkan ayat Al-Qur‟an surat Ali-Imran ayat 97 

:Artinya: “Dan   diantara   kewajiban   manusia   

terhadap   Allah adalah  melaksanakan  ibadah  haji  

ke  Baitullah,  yaitu bagi     orang-orang     yang     

mampu     mengadakan perjalanan    ke    sana.    

Barang    siapa    mengingkari kewajiban  haji,  maka  

ketahuilah  bahwa  Allah  Maha Kaya dari seluruh 

alam”.24
 (Q.S. Ali-Imran: 97).  

Berdasarkan  ayat  tersebut,  para  ulama  fikih    

terdapat  perbedaan   pendapat   terkait   dalam   

mengartikan   batasan- batasan      serta   aspek- aspek  

kemampuan  (istitha‟ah)  dalam melaksanakan ibadah 

haji. Berdasarkan  pemahaman  para  ulama  mazhab,  

mazhab Imam Hanafi mengatakan bahwa makna dari 

istitha‟ah terbagi menjadi  tiga kategori     yakni  (1) 

istitha’ah maliyah (kemampuan biaya), (2) istitha’ah  

badaniyyah (kemampuan kesehatan), (3) istitha’ah 

                                                           
23

 Ahmad  Kartono, Solusi  Hukum  Manasik  Dalam  Permasalahan 

Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab, (Jakarta: Pustaka Cendikiamuda, 2016), 

h.16 
24

 Al Quran dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI, tahun 2012, h. 

92 
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amniyyah (kemempuan  keamanan selama  perjalanan  

dan  sampai  ke  tanah  air).
25

 

Seseorang  yang termasuk dalam golongan 

istitha‟ah menurut mazhab Hanafi wajib    

melaksanakan    haji.    Kemampuan    yang    pertama 

mencakup   kemampuan   dalam   membiayai   dirinya   

dalam keberangkatan hingga pemulangan, membiayai 

dirinya selama berada  di  tanah  suci,  serta  mampu  

membiayai  keluarga  yang  ditinggalkan  di  tanah  

air. Kemampuan  yang  kedua  adalah kemampuan  

kesehatan  badan,  seorang   yang  akan melaksanakan   

ibadah   haji   harus   mampu  dalam   kesehatan 

jasmani  dan  rohani  untuk  melakukan  perjalanan  

ibadah  haji, tidak  terdapat  penyakit  yang  

membahayakan  dirinya  bahkan penyakit  menular  

yang  akan  membuat  orang  lain  terbebani, orang 

yang buta, lumpuh, cacat, dan memiliki usia lanjut 

yang tidak  mampu  berjalan sendiri tanpa bantuan  

orang lain  tidak wajib  melaksanakan  ibadah  haji.  

Kemampuan  yang  ketiga yaitu  kemampuan  yang  

menjamin  keselamatan  dan  keamanan selama  dalam  

perjalanan  termasuk  adanya  seorang  mahram bagi  

perempuan,  mahram  yang  baligh  berakal,  tidak  

                                                           
25

 Hasan Muarif Ambary dkk, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar 

Baru Van Hoeve), Cet. Ke-7, h. 259 
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fasik untuk  menemani  perempuan  selama  

melakukan  perjalanan dalam  ibadah  haji,  bahkan  

meliputi  keamanan  bagi  keluarga yang ditinggalkan 

di tanah air.  

Kemudian  mazhab    Imam  Syafi‟I    membagi 

makna istitha‟ah kedalam tjuh aspek, yaitu:  

1. kemampua kesehatan jamaah  yang  dapat  diukur  

dengan  kemampuan  untuk  duduk diatas  

kendaraan     tanpa     menimbulkan     kesulitan,      

2. kemampuan   untuk   biaya pergi   dan   pulang,    

3.  adanya kendaraan,   

4.  adanya  bekal  selama pelaksanaan  ibadah  haji,  

5.  adanya  keamanan,  baik  dalam  perjalanan  atau  

di  tanah suci,   

6.  harus  ada  mahram  bagi  perempuan,   

7. kemampuan. untuk sampai tujuan pada batas waktu 

yang ditentukan, sejak bulan syawal sampai dengan 

tanggal 10 dzulhijjah. 

Mazhab  Hambali  mensyaratkan  istitha‟ah  

menjadi  2 aspek   yakni   kemampuan   menyiapkan   

bekal   dan   (ongkos) kendaraan.
26

 

Hal ini berdasarkan hadits riwayat Daruquthni : 

                                                           
26

 Hasan Muarif Ambary dkk, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar 

Baru Van Hoeve), Cet. Ke-7, h. 260 
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نقالَلج,نوينٰسٰنالحس َّ  بيل؟  ما يارسولاللًلس:

 ة ل اح  قاللزادوالَ

 ( قطني الدار رواه)

Artinya  :  

Dari  Yunus,  dari  Al  hasan  berkata,  ada  seorang  

laki-laki berkata : Ya Rasulullah, apakah yang disebut 

sabil (jalan) itu ? Rasulullah   menjawab   :   bekal   

dan  kendaraan. (HR. Daruquthi).
27

 

Menyatakan   bahwa   pernah   seorang   laki-laki   

datang kepada  Rasulullah  SAW  untuk  bertanya  

tentang  sesuatu  yang mewajibkan haji itu ialah bekal 

dan kendaraan.
28

  

Menurut Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  

aspek dikatakan seseorang itu istitha‟ah dalam 

melaksanakan ibadah haji adalah   apabila   jasmaniah, 

ruhaniah,   dan   pembekalan memungkinkan  ia  untuk  

menunaikan  tanpa  menelantarkan kewajiban terhadap 

keluarga.
29

  

                                                           
27

 Kementerian    Agama    RI,  Keputusan  Mudzakarah   Perhajian 

Indonesia, (Jakarta: KEMENAG RI, 2015), h. 11 
28

 Hasan Muarif Ambary dkk, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar 

Baru Van Hoeve), Cet. Ke-7, h. 261 
29

 Asrorun  Ni‟am  Sholeh, Istitha’ah  Kesehatan  Dalam  Haji 
Perspektif Fatwa MUI, (Jakarta: Bidakara: 2017), h. 9 
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Dari  penjelasan  terkait  pengertian  istitha‟ah  diatas, 

maka penulis dapat mengemukakan bahwa makna  

istitha‟ah adalah  kemampuan atau kesanggupan 

fisik/badan, biaya untuk selama perbekalan serta untuk 

keluarga yang ditinggalkan dan keamanan   bagi   

seseorang   untuk   melakukan   perjalanan   ke tanah 

suci dalam rangka ibadah haji 
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BAB III 

PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA 

A. Sejarah Berdirinya MUI 

Berdirinya  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  

bermula  saat  ulama Indonesia menyadari  keberadaannya 

sebagai ahli waris para nabi (warasatu al-anbiya'), 

pelayan umat (khadimu al-ummah), dan penerus misi 

yang diemban oleh Rasulallah, sehingga senantiasa  

terpanggil  untuk  memberikan  peran-peran  

kesejahteraan  baik  pada  masa penjajahan,  pergerakan  

kemerdekaan  dan  seluruh  perkembangan  dalam  

kehidupan kebangsaan  melalui  berbagai potensi  dan  

ikhtiar-ikhtiar  kebajikan  bagi  terwujudnya masyarakat 

adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Sebagai warasatu 

al-anbiya', Ulama Indonesia berkewajiban  untuk 

menegakkan   kebenaran   dan   keadilan   dengan   cara   

yang   baik   dan   terpuji   yang merupakan kewajiban 

bersama (fardhun jama'iy). 

Oleh karena itu, kepemimpinan umat Islam  yang  

bersifat  kolektif  merupakan  kewajiban  (ijab  al-

Imamah) dalam rangka mewujudkan  masyarakat  madani  

(khair  al-ummah). Yang  menekankan  nilai-nilai 

persamaan (al-Musawah), keadilan (al-'adalah) dan 
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demokrasi (syura).
30

 Selain itu, di berbagai   negara   

terutama   Asia   Tenggara   ketika   itu   telah   terbentuk   

Dewan Ulama/Majelis  Ulama  atau  Mufti  selaku  

penasehat  di  bidang  yang  memiliki  peran strategis.
31

  

Dari  cita-cita  mulia  di  atas  maka  didirikanlah  

lembaga  ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di 

Indonesia yang dikenal dengan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dengan tujuan untuk membimbing, membina dan 

mengayomi kaum muslimin di seluruh  Indonesia.  

Lembaga  ini  didirikan  di  Jakarta  pada  tanggal  17  

Rajab  1395  

Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Masehi.   

Tanda berdirinya MUI diabadikan dalam bentuk 

penandatanganan piagam oleh 51  orang  ulama,  terdiri  

dari  26  orang  Ketua  Majelis  Ulama  Dati  I  se-

Indonesia,  10 orang  ulama  unsur  organisasi  Islam  

tingkat  pusat,  4  orang  ulama  dari  Dinas  Rohani Islam 

Angkatan Darat (AD), Angkatan  Laut (AL), Angkatan 

Udara (AU), dan Polri, serta 11 orang ulama yang hadir 

sebagai pribadi.  

Kesepuluh  Ormas  Islam  tersebut  adalah: NU 

(KH. Moh.Dahlan), Muhammadiyah (Ir. H. Basit Wahid), 

Syarikat Islam (H. Syafi'i Wirakusumah), Perti (H.   Nur   

                                                           
30

 Tim  Penyusun, 35  Tahun  Majelis  Ulama  Indonesia  Berkiprah  

Menjaga  Integritas  Bangsa,(Jakarta: Majelis Ulama Indonesia),h.,241-242 
31

 Abdusshomad  Buchori, Bunga  Rampai  Kajian  Isla,  (Surabaya:  

Majelis  Ulama  Indonesia, 2015), h.,95 
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Hasan   Ibnu   Hajar),   Al-Washliyah   (Anas   Tanjung),   

GUPPI   (KH. S.Qudratullah),  PTDI  (H. Sukarsono),  

DMI  (KH.  Hasyim  Adnan),  al-Ittihadiyyah  (H. Zaenal 

Arifin Abbas) dan Mathlaul Anwar. Pertemuan  alim  

ulama  yang  melahirkan  MUI  tersebut  ditetapkan  

sebagai Musyawarah  Nasional  (MUNAS)  MUI  yang  

pertama.  Dengan  demikian,  sebelum adanya MUI Pusat, 

terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis 

Ulama.
32

 

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika 

Bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan 

kembali setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa 

telah banyak  terserap  dalam  perjuangan  politik  

kelompok  dan  kurang  peduli  terhadap masalah  

kesejahteraan  rohani  umat.   

Selama  dua  puluh  lima  tahun  Majelis  Ulama 

Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, 

zu’ama, dan cendekiawan muslim berusaha untuk:33
 

1. Memberikan  bimbingan  dan  tuntunan  kepada  Umat  

Islam  Indonesia  dalam mewujudkan kehidupan 

beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah;   

2. Memberikan    nasihat    dan    fatwa    mengenai    

masalah    keagamaan    dan kemasyarakatan  kepada  

Pemerintah  dan  masyarakat,  meningkatkan  kegiatan 

                                                           
32

 Abdusshomad Buchori, Bunga Rampai Kajian Islam, h., 93 
33

 https://mui.or.id/sejarah-mui/index.php    
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bagi  terwujudnya  hubungan  keislaman  dan  kerukunan  

antar-umat  beragama dalam memantapkan persatuan dan 

kesatuan bangsa;   

3. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan 

penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna 

menyukseskan pembangunan nasional;   

4. Meningkatkan hubungan, serta kerjasama antar 

organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan  muslim  

dalam  memberikan  bimbingan  dan  tuntunan  kepada 

masyarakat   khususnya   Umat   Islam   dengan   

mengadakan   konsultasi   dan informasi secara timbal 

balik.   

Dalam   perjalanannya   MUI   berusaha   untuk   

memberikan   bimbingan   dan tuntunan   kepada   Umat   

Islam   dalam   mewujudkan   kehidupan   beragama   dan 

bermasyarakat   yang  diridhoi  oleh  Allah  SWT,  

memberikan  nasehat   dan  fatwa mengenai masalah 

keagamaan    dan    kemasyarakatan    kepada    

pemerintah    dan masyarakat,   meningkatkan   kegiatan   

bagi   terwujudnya   Ukhuwah   Islamiyah dan kerukunan 

antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan 

kesatuan bangsa, serta  menjadi  penghubung  antara  

ulama  dan umara (pemerintah)  dan  penerjemah timbal 

balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan 

pembangunan nasional, serta  kerjasama  antar  organisasi,  
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lembaga  Islam  dan  cendekiawan  muslim  dalam 

memberikan  bimbingan  dan  tuntunan  kepada  

masyarakat  khususnya  umat  Islam dengan mengadakan 

konsultasi dan informasi secara timbal balik. 

 

B. Visi, Misi, Orientasi dan Peran MUI 

a. Visi 

      Terciptany kondisi    kehidupan    kemasyarakatan,    

kebangsaan, dan kenegaraan  yang  baik  sebagai  

partisipasi Umat Islam melalui aktualisasi potensi 

Ulama’, Zu’ama, dan Cendekiawan Muslim  untuk  

kejayaan   Islam  dan   Umat  Islam, guna  terwujudnya  

Islam yang  penuh  rahmat   di  tengah  kehidupan  

umat  manusia  dan  masyarakat  Indonesia 

khususnya.
34

 

b. Misi 

1. Menggerakkan  kepemimpinan  dan  kelembagaan  

umat  secara   efektif, dengan  menjadikan  ulama  

sebagai  panutan  (qudwah  hasanah)  sehingga mampu 

mengarahkan dan membina Umat Islam  dalam 

menanamkan dan memupuk Aqidah Islamiyah serta 

menjalankan Syariah Islamiyah.  

2. Melaksanakan  Dakwah  Islamiyah,  amar  ma'ruf  

nahi  mungkar dalam  
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 Anwar Abbas, dkk, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama 

Indonesia, h., 7 



 

53 

 

mengembangkan  akhlak  karimah,  agar  terwujud  

masyarakat  berkualitas (khaira ummah) dalam 

berbagai aspek kehidupan.  

3. Mengembangkan     Ukhuwah     Islamiyah     dan     

kebersamaa dalam mewujudkan  persatuan  dan  

kesatuan  umat  Islam  dalam  wadah  Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
35

 

 

c. Orientasi 

       Majelis  Ulama  Indonesia  mempunyai  sembilan  

orientasi  perkhidmatan, yaitu:
36

 

1. Diniyah (Keagamaan)    

       Majelis  Ulama  Indonesia  adalah  wadah  

pengkhidmatan  yang  mendasari semua langkah dan 

kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam 

adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid 

dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek 

kehidupan manusia.  

2. Irsyadiyah (Memberi Arahan)  

      Majelis Ulama Indonesia adalah wadah 

pengkhidmatan dakwah al-Irsyad, yaitu  untuk  

mengajak  umat  manusia  kepada  kebaikan  serta  

                                                           
35

 Abdusshomad Buchori, Bunga Rampai Kajian Islam, h., 99 
36

 Din Samsudin,  

Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, h., 7-10. 
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melaksanakan  amar makruf dan nahi mungkar dalam 

arti yang seluas-luasnya.    

3. Ijabiyah (Responsif)  

       Majelis  Ulama  Indonesia  adalah  wadah  

pengkhidmatan  ijabiyah  yang senantiasa  memberikan  

jawaban  positif  terhadap  setiap  permasalahan  yang  

di hadapi  masyarakat  melalui  prakarsa  kebajikan  

(amal  saleh)  dalam  semangat berlomba dalam 

kebaikan (fastabiq al-khairat). 

4. Hurriyah (Independen)    

       Majelis Ulama  Indonesia adalah wadah 

pengkhidmatan independen  yang bebas dan merdeka 

serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-

pihak lain   dalam   mengambil   keputusan,   

mengeluarkan   pikiran,   pandangan   dan  

pendapat.    

5. Ta’awuniyah (Tolong Menolong)    

        Majelis  Ulama  Indonesia  adalah  wadah  

pengkhidmatan  yang  mendasari diri  pada  semangat  

tolong-menolong  untuk  kebaikan  dan  ketakwaan  

dalam membuka  kaum dhuafa’ untuk meningkatkan 

harkat dan martabat, serta derajat kehidupan 

masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas 

persaudaraan di kalangan seluruh lapisan golongan 

Umat Islam. 
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6. Syuriyah (Permusyawaratan)    

        Majelis  Ulama  Indonesia  adalah    wadah    

pengkhidmatan    yang melaksanaka prinsip 

musyawarah dalam mencapai   permufakatan  melalui 

pengembangan sikap demokratis,  akomodatif  dan  

aspiratif  terhadap  berbagai aspirasi yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat. 

7. Tasamuh (Toleran dan Moderat)    

       Majelis     Ulama     Indonesia     adalah     wadah     

pengkhidmatan     yang mengembangkan  sikap  

toleransi  dan  moderat  dalam  melaksanakan  kegiatan 

dengan senantiasa menciptakan keseimbangan di antara 

berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai 

dengan syariat Islam.  

8. Qudwah (Panutan/Kepeloporan)    

       Majelis Ulama Indonesia adalah wadah 

penghidupan yang mengedepankan kepeloporan dan 

keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat 

perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat.   

9. Addualiyah (Mendunia)    

       Majelis  Ulama  Indonesia  adalah  wadah  

pengkhidmatan  yang  menyadari dirinya  sebagai  

anggota  masyarakat  dunia  yang  ikut  aktif  

memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang 

sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan itu Majelis  
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Ulama  Indonesia  menjalin  hubungan  dan  kerjasama  

dengan  Lembaga/ Organisasi Islam Internasional di 

berbagai Negara. 

 

d. Peran MUI 

Peran utama Majelis Ulama Indonesia ada lima, 

yaitu:
37

 

1. Sebagai Pewaris Tugas Para Nabi (Warasat al-

Anbiya)    

Majelis  Ulama  Indonesia  berperan  sebagai  

pewaris  tugas-tugas  para Nabi,  yaitu  

menyebarkan  Agama  Islam  serta  

memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan 

sehari-hari secara arif dan bijaksana yang 

berdasarkan Islam. Walaupun  dengan  konsekuensi  

akan  menerima  kritik,  tekanan  dan  ancaman 

karena  perjuangannya  bertentangan  dengan  

sebagian  tradisi,  budaya  dan peradaban manusia.   

2. Sebagai Pemberi Fatwa    

Majelis  Ulama  Indonesia  berperan  sebagai  

pemberi  fatwa  bagi  umat Islam  baik  diminta  

maupun  tidak  diminta.  Sebagai  lembaga  

pemberi  fatwa MUI  mengakomodasikan  dan  

menyalurkan  aspirasi  Umat  Islam  di  Indonesia 
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yang    sangat    beragam    aliran    paham    dan    

pemikiran    serta    organisasi keagamaannya. 

    

3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ri’ayat 

wa Khadimal Ummah)    

Majelis  Ulama  Indonesia  berperan  sebagai  

pelayan  umat  (khadim al-ummah)  itu  melayani  

umat  Islam  dan  masyarakat  luas  dalam 

memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. 

  

4. Sebagai Gerakan Islam Wa al-Tajdid   

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor 

ishlah yaitu gerakan  

pembaharuan  pemikiran  Islam.  Apabila  terjadi  

perbedaan  di kalangan  Umat Islam,  maka  MUI  

dapat  menempuh  jalan tadjid yaitu  gerakan  

pembaharuan pikiran  Islam  dan  dengan  jalan  

taufiq (kompromi)  ataupun tarjih (mencari hukum  

yang  lebih  kuat). Dengan  ini  diharapkan  tetap  

terpelihara  semangat persaudaraan di kalangan 

umat Islam Indonesia.  

  

5. Sebagai Penegak Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

Majelis  Ulama  Indonesia  berperan  sebagai  

wahana  penegakan amar makruf nahi munkar, yaitu 
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dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan 

kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah 

 

C. Kepengurusan Dewan Perwakilan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Kota Bengkulu 

Kepengurusan DP MUI Kota Bengkulu masa khidmat 

2021 – 2025dengan struktur kepengurusan sebagai 

berikut: 

A. Dewan Pertimbangan 

Ketua   : Drs. H. Syaiful Bahri, M. Pd. 

Wakil Ketua  : H. Rusydi Syam 

Sekretaris   : Drs. H. Yul Kamra, M. Pd. 

Anggota : Drs. H. Zufiardi Zubir, M. 

Pd. 

      H. Julisman, M. Pd. I. 

      Drs. H. Faisal Fattah 

      H. Shafwan Ibrahim, S. H. 

      K. H. Abdul Muhyi 

      Drs. S. Efendi, MS. 

      H. Amir Tanjung, BA. 

      H. Rasyid Ibrahim, S. H. 

      Drs. H. Saidina Aksar 

      Hj. Emiati Murat, BA. 

 

B. Dewan Pimpinan Harian 

Ketua Umum  : Drs. Zul Efendi, M. Pd. I. 
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Wakil Ketua Umum : Bastari, M. Ag. 

Ketua   : H. Rahmat Hidayat, S. Pd. I. 

Ketua   : Ali Nasrun, S. Ag., M. Pd. I. 

Ketua   : Dra. Hj. Sri Murti Hidayah 

Ketua   : Drs. H. Mahasurman, M. H. I. 

Ketua   : Drs. H. Rizkan Sahbudin 

Ketua   : H. Sobari, S. Ag. 

Sekretaris Umum  : H. Yul Kamra, M. Pd. 

Sekretaris   : Racmat Zein Norman, S. 

T. 

Sekretaris   : Khairul Ikhwan, M. Pd. I. 

Sekretaris   : Rahmad Ramdani, M. Sos. 

I. 

Bendahara Umum  : Dra. Hj. Zubaidah 

Bendahara   : Drs. Khairani Agustina 

1. Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang – Undangan 

Ketua    : Khairul Anwar, Lc. 

Sekretaris   : Faisal Abdul Aziz, M. Ag. 

Anggota   : Romi Fazla, Lc. 

      Dr. Jhoni Putra, M. H. I. 

      Khalidi Idrus, S. Pd. I. 

      M. Jundullah Rabbani 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. upaya MUI kota Bengkulu dalam mengajak 

masyarakat yang mampu  untuk mendaftar haji 

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Majelis 

Ulama’ Indonesia (MUI) Kota Bengkulu, penulis 

berhasil memperoleh jawaban dari rumusan masalah 

yang sesuai dengan permasalahan yakni tentang Fatwa 

penundaan pendaftaran ibadah haji bagi yang sudah 

mampu. Disini penulis mewawancarai seorang ulama 

yang berkedudukan sebagai sekretaris MUI Kota 

Bengkulu yaitu bapak Drs. H Yul Kamra, M. pd. Hasil 

wawancara tersebut. Pertama penulis menanyakan apa 

latar belakang MUI dalam membuat Fatwa tentang 

penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu 

tersebut. 

Menurut Bapak Drs. H. Yul Kamra M. pd.  

       “latar belakang MUI mengeluarkan Fatwa 

tersebut ini terlepas dari kesadaran masyarakat kita 

didalam beribadah masih kurang padahal merekan 

mempunyai kemampuan baik secara batin, fisik dan 

ekonomi. Wallillahi alannasi hijjul baiti manistatho’a 

ilaihi sabila (Qs ali Imran 97) bagi orang yang sudah 

mampu maka mereka wajib melaksanakan ibadah haji. 
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Masyarakat kita ini lalai dalam hal demikian. Maka 

MUI perlu mengigatkan masyarakat bahwa haji 

merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah 

mampu untuk mendaftar haji, karena itu rukun islam. 

Dasarnya seperti itu untuk menyadarkan masyarakat”. 

 

Pertanyaan yang kedua penulis menanyakan 

bagaimana caraMUI kota Bengkulu mensosialisasikan 

fatwa tentang penundaan pendaftaran ibadah haji bagi 

yang sudah mampu.  

Menurut bapak Drs. H. Yul Kamra M, pd. Ia 

mengatakan. 

       “ulama-ulama yang ada di MUI di setiap kajian 

mereka selalu mengigatkan dan memberi motivasi 

kepada masyarakat yang sudah mampu untuk segera 

mendaftar haji,  karena itu panggilan dari Allah SWT, 

umur kita tidak tahu ntah besok atau lusa. Boleh jadi 

hari ini punya rezeki tahun depan tidak. Maka kalau 

diberikan rezeki segeralah mendaftar. Maka tiap kali 

kita kajian, karena ulama kita menyebar kemana-mana 

selalu kita ingatkan ayo yang sudah mampu 

manistatho’a mampu fisiknya mampu finansialnya. 

Maka dalam haji itu tidak boleh berhutang. Kadang-

kadang ada orang yang pengen haji tapi finansialnya 

kurang, yang susahnya itu orang yang finansial dan 
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fisiknya mampu tapi belum menadftar haji. Nah 

masyarakat seperti ini yang harus diberi sosialisasi. 

Pernah juga kita buat khotbah jumat  serentak untuk 

mensosialisasikan bagaimana melaksanakan ibadah 

haji. 

Menurut pendapat bapak Drs. H. Yul Kamra, M, pd ia 

mengatakan bahwa batasan umur 60 tahun keatas di 

buat karena untuk mengigatkan masyarakat apabila 

kalau haji saat umur sudah tua maka haji tersebut 

kurang maksimal, karena waitinglist haji di Indonesia 

cukup lama untuk menunggu berangkat. Maka MUI 

mengigatkan masyarakat agar jangan menunda nunda 

haji bagi masyarakat yang sudah mampu fisik maupun  

finansialnya. Apa lagi kalau sudah berumur 60 tahun 

ke atas bisa dikenai hukum haram. 

 

2. Apakah  Masyarakat tahu tentang Fatwa Penundaan 

Pendaftaran Ibadah  Haji Bagi yang Sudah Mampu 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan 

dengan mewawancarai 5 narasumber dari masyarakat 

dan menggunakan teknik purposive sampling dengan 

cara menetapkan ciri-ciri khusus yang  

sesuai dengan tujuan penelitian secara langsung 

kepada masyarakat Untuk lebih mendetail hasil 
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analisis dari informan yang diperoleh dari pertanyaan 

wawancara yang dilakukan penulis sebagai berikut: 

penulis bertanya apakah bapak tahu tentang fatwa 

penundaan pendaaftaran haji bagi yang sudah mampu. 

menurut Bapak ustad H. Junaidi hamsah sebagai 

penceramah setelah melakukan wawancara. 

“secara komprehensif saya belum baca tapi saya 

sudah pernah dengar tentang fatwa penundaan 

pendaftaran haji bagi yang mampu yang tujuannya 

adalah menyadarkan masyarakat untuk tidak 

menunda nunda mendaftar haji bagi yang mampu 

karna waitinglist kita makin banyak dan kita kalo 

semakin tua semakin susah untuk beribadah”. 

Tangapan ustad H. Junaidi hamsyah tetang fatwa 

penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu 

dan hukum haram jika sudah berumur 60 tahun belum 

mendaftar haji. 

“saya melihat dari sisi positifnya fatwa ini adalah 

bagaimana MUI mengigatkan masyarakat bahwa 

haji sebagai rukun islam yang ke 5 dan kalo 

mampu yang kelimanya. Jadi haji itu wajib 

dilakukan. Sekarang banyak orang kaya, dan dia 

mampu fisik dan ekoniminya tapi masih menunda 

nunda mendaftar haji. Nah saya pikir fatwa ini 

untuk menyadari masyarakat yang sudah mampu 
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fisik atau pun ekonominya untuk segera mendaftar 

haji. Karena kalo sudah mendaftar belum tentu 

berangkat di tahun itu atau pun tahun depan.  

Ini kita lihat dengan kondisi yang saya katakana 

tadi ada orang yang menunggu tua baru mendaftar 

haji. Fatwa ini mengigatkan hal itu karena 

kebiasaan lama kita setelah tua baru daftar haji, 

mereka tidak sadar bahwa berhaji sekarang ini 

dengan masa tunggu lebih dari 20 tahun dengan 

kondisi hotel yang jauh dari masjidil haram, 

dengan kondisi haji semakin ramai semakin 

banyak, akibatnya dia tidak sadar dengan daftar 

tunggu yang lama maka umur juga bertambah, 

akibatnya dia berhaji tidak maksimal, sebab kita 

semakin tua kemampuan kita juga semakin lemah 

oleh karena itu kepada orang yang sudah 60 tahun 

tapi tidak mendaftar haji itu terancam baik dari 

ayat maupun dari hadist tentang bagaimana dia 

harus mengeluarkan uangnya untuk kejalan allah 

SWT termasuk berhaji”. 

 

Narasumber ke 2 yaitu ibu Denti Nurmalela, umur 51 

tahun bekerja sebagai penyuluh pertanian lapangan 

(ppl).  
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Penulis bertanya apakah ibu denti tahu tentang fatwa 

penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. 

Jawaban ibu denti 

“untuk sejauh ini saya belum tahu karena baru kali    

ini saya mendengarnya” 

Penulis bertanya lagi bagaimana Tanngapan ibu Denti 

mengenai fatwa tersebut dan hukum haram jika sudah 

berumur 60 tahun blum mendaftar haji. menurut ibu 

denti. 

“ saya setuju dengan fatwa yang dikeluarkan MU 

untuk yang sudah berumur 60 tahun keatas 

dikenakan hukum haram jika belum mendaftar 

haji. Karena daftar tunggu haji kita sangat lama 

kalau umur 60 tahun kita belum mendaftar haji 

ditambah daftar tunggu yang lama kapan kita akan 

berangkat haji. Apakah umur masih ada ?  apakah 

kita masih sanggup”. Mungkin MUI mengeluarkan 

fatwa ini untuk mengigatkan masyarakat supaya 

cepat mendaftar haji. biar bisa berangkat di umur 

yang tidak terlalu tua."  

 

Narasumber ke 3 yaitu bapak ferri yanto, umur 38 

tahun, pekerjaan swasta. 
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Penulis bertanya tentang apakah bapak tahu tentang 

fatwa penundaan pendaftaran haji yang dikelurkan 

MUI. Jawaban bapak ferri  

“kalo fatwa penundaan pendaftaran haji aku belum 

dengar tapi kalo fatwa penundaan keberangkatan 

sudah pernah waktu covid kemarin”.  

Penulis bertanya lagi bagaimana tanggapan bapak 

tentang fatwa tersebut. Dan hukum haram jika umur 

60 tahun belum mendaftar haji. 

Menurut bapak ferri. 

“ disetiap fatwa pasti ada yang pro dan kontra, 

pasti apa lagi untuk orang yang sudah tua dan 

berduit yang belum daftar haji pasti tidak setuju 

dengan fatwa ini. Tapi jelas berdosa dari segi 

finansial dan fisiknya sudah mampu tapi belum 

mendaftar haji. Ada juga memang orang itu 

beruang dan fisiknya kuat belum mendaftar haji 

karena ilmu agama atau pengetahuan mereka 

tentang agama belum sampai untuk berhaji 

padahal rukun islam yang ke lima, nah disinilah 

seharusnya MUI mensosialisasikan kepada 

masyarakat yang mampu untuk segera 

mendaftarkan dirinya berhaji”.  
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Narasumber ke 4 yaitu bapak ferdiansyah umur 30 

tahun, pekerjaan kantor pajak. Penulis bertanya 

apakah bapak tahu tentang fatwa penundaan 

pendaftaran haji bagi yang sudah mampu ?. Jawaban 

bapak ferdiansyah 

“aku belum tahu tentang adanya fatwa tersebut”. 

Penulis bertanya lagi kepada bapak ferdiansyah apa 

tanggapan bapak atas fatwa tersebut. Menurut bapak 

ferdiansyah 

“saya setuju dengan adanya fatwa penundaan 

pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. Kita 

sebagai seorang muslim wajib berhaji bagi yang 

mampu karena haji merupakan rukun islam yang 

ke 5 kita kalau sebagai umat muslim yang sudah 

istithaah wajib untuk mendaftar haji dahulu. Sebab 

daftar tunggu haji di Indonesia sangatlah lama 

sehingga membuat kita menunggu lagi. Dan belum 

tentu kita masih diberi umur oleh allah. Jadi 

segerakanlah untuk berhaji bagi yang sudah 

mampu. Untuk hukum haram saya  setuju juga, 

saya pernah mendengar ceramah kalau rata-rata 

umur umat muslim itu mengikuti nabi Muhammad 

saw yaitu 63 tahun dan lebih dari itu berarti bonus 

katanya begitu. Jadi kalau MUI menetapkan umur 

60 tahun sangat pas karena sebelum umur segitu 
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orang yang tahu fatwa ini dan mereka mampu, 

mereka harusnya segera mendaftar haji”. 

 

Narasumber ke 5 ibu elvi susanti, umur 34, pekerjan 

ibu rumah tangga penulis bertanya kepada ibu elvi 

apakah ibu tahu tentang fatwa penundaan pendaftaran 

haji bagi yang sudah mampu ? jawaban ibu elvi 

“tidak tahu tentang fatwa tersebut, saya dengar 

baru kali ini ” 

Penulis bertanya lagi kepada ibu elvi apa tanggapan 

bapak atas fatwa tersebut dan hukum haram jika sudah 

berumur 60 tahun belum mendaftar haji. Menurut ibu 

elvi 

“ untuk fatwa penundaan penadftaran haji bagi 

yang sudah mampu dan orang yang berumur 60 

tahun belum mendaftar haji saya  setuju. Karena 

menurut saya apa lagi yang mau ditunggu kalau 

tinggal mendaftar aja kita tidak mau padahal sudah 

mampu fisik dan finansial. Banyak orang diluar 

sana yang hanya mampu fisik sedangkan 

finansialnya kurang padahal mereka berniat sekali 

untuk berhaji. Ada juga yang mampu finansial tapi 

tidak di fisiknya, itulah terkadang kita sudah diberi 

kemudahan tetapi masih menunda nunda untuk 

mendafaftar haji”.  
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Dari jawaban narasumber diatas mereka setuju dengan 

fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) Tentang 

pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. Mereka 

sangat setuju, tetapi kebanyakan dari mereka belum 

mengetahui adanya fatwa tersebut. Karena tidak ada 

yang memberitahu dan kurangnya sosialisasi dari MUI 

itu sendiri. Sehingga pada saat ditanya tentang fatwa 

ini narasumber tidak tahu isi dan maksud dari fatwa 

tersebut. 

3. upaya MUI kota Bengkulu dalam mengajak 

masyarakat yang mampu dan sudah berumur 60 tahun 

ke atas untuk mendaftar haji 

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Majelis 

Ulama’ Indonesia (MUI) Kota Bengkulu, penulis 

berhasil memperoleh jawaban dari rumusan masalah 

yang sesuai dengan permasalahan yakni tentang Fatwa 

penundaan pendaftaran ibadah haji bagi yang sudah 

mampu. Disini penulis mewawancarai seorang ulama 

yang berkedudukan sebagai sekretaris MUI Kota 

Bengkulu yaitu bapak Drs. H Yul Kamra, M. pd. Hasil 

wawancara tersebut. Pertama penulis menanyakan apa 

latar belakang MUI dalam membuat Fatwa tentang 

penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu 

tersebut. 

Menurut Bapak Drs. H. Yul Kamra M. pd.  



 

70 

 

       “latar belakang MUI mengeluarkan Fatwa 

tersebut ini terlepas dari kesadaran masyarakat kita 

didalam beribadah masih kurang padahal merekan 

mempunyai kemampuan baik secara batin, fisik dan 

ekonomi. Wallillahi alannasi hijjul baiti manistatho’a 

ilaihi sabila (Qs ali Imran 97) bagi orang yang sudah 

mampu maka mereka wajib melaksanakan ibadah haji. 

Masyarakat kita ini lalai dalam hal demikian. Maka 

MUI perlu mengigatkan masyarakat bahwa haji 

merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah 

mampu untuk mendaftar haji, karena itu rukun islam. 

Dasarnya seperti itu untuk menyadarkan masyarakat”. 

 

Pertanyaan yang kedua penulis menanyakan 

bagaimana caraMUI kota Bengkulu mensosialisasikan 

fatwa tentang penundaan pendaftaran ibadah haji bagi 

yang sudah mampu.  

Menurut bapak Drs. H. Yul Kamra M, pd. Ia 

mengatakan. 

       “ulama-ulama yang ada di MUI di setiap kajian 

mereka selalu mengigatkan dan memberi motivasi 

kepada masyarakat yang sudah mampu untuk segera 

mendaftar haji,  karena itu panggilan dari Allah SWT, 

umur kita tidak tahu ntah besok atau lusa. Boleh jadi 

hari ini punya rezeki tahun depan tidak. Maka kalau 
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diberikan rezeki segeralah mendaftar. Maka tiap kali 

kita kajian, karena ulama kita menyebar kemana-mana 

selalu kita ingatkan ayo yang sudah mampu 

manistatho’a mampu fisiknya mampu finansialnya. 

Maka dalam haji itu tidak boleh berhutang. Kadang-

kadang ada orang yang pengen haji tapi finansialnya 

kurang, yang susahnya itu orang yang finansial dan 

fisiknya mampu tapi belum menadftar haji. Nah 

masyarakat seperti ini yang harus diberi sosialisasi. 

Pernah juga kita buat khotbah jumat  serentak untuk 

mensosialisasikan bagaimana melaksanakan ibadah 

haji. 

Menurut pendapat bapak Drs. H. Yul Kamra, M, pd ia 

mengatakan bahwa batasan umur 60 tahun keatas di 

buat karena untuk mengigatkan masyarakat apabila 

kalau haji saat umur sudah tua maka haji tersebut 

kurang maksimal, karena waitinglist haji di Indonesia 

cukup lama untuk menunggu berangkat. Maka MUI 

mengigatkan masyarakat agar jangan menunda nunda 

haji bagi masyarakat yang sudah mampu fisik maupun  

finansialnya. Apa lagi kalau sudah berumur 60 tahun 

ke atas bisa dikenai hukum haram. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan oleh penulis kepada sekretaris MUI kota 
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Bengkulu untuk menanyakan tentang fatwa penundaan 

pendaftaran haji bagi orang yang sudah mampu dan 5 

orang dari masyarakat kota Bengkulu yang penulis Tanya 

tentang apakah mereka tahu tentang fatwa penundaan 

pendaftaran haji bagi yang sudah mampu yang 

dikeluarkan majelis ulama Indonesia (MUI). Masyarakat 

kota Bengkulu memiliki pemahaman yang tergolong pada 

umumnya mengetahui secara garis besar tentang Majelis 

ulama Indonesia (MUI) dan kewajiban melaksanakan 

ibadah haji, hal-hal tersebut dibuktikan mereka mampu 

menjawab tiap-tiap  pertanyaan seperti, apa itu MUI dan 

tentang kewajiban haji bagi orang yang sudah istithaah, 

serta keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang 

melaksanakan ibadah haji.  

istithaah menjadi salah satu syarat wajib haji, istithaah 

ini mencakup aspek finansial dan kesehatan. Secara 

finansial calon jamaah haji dikatakan mampu jika 

memiliki cukup harta selama dalam perjalanan hingga 

kembali dan juga keluarga yang ditinggalkan selama 

berada di tanah suci. Sedangkan secara kesehatan, 

kemampuan fisik dan rohani yang sehat menjadi sehat 

menjadi faktor utama yang harus diperhatikan bagi calon 

jamaah haji. ini terukur dengan hasil pemeriksasan 

kesehatan. Sehinggah jamaah dapat menjalankan ibadah 
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haji sesuai dengan syariat tanpa gangguan kesehatan berat 

selama proses haji. 

a. upaya MUI kota Bengkulu dalam mengajak 

masyarakat yang mampu untuk mendaftar haji. 

dari wawancara diatas fatwa penundaan 

pendaftaran haji bagi yang sudah mampu menurut 

sekretaris  MUI Kota Bengkulu Drs. H. Yul Kamra M, 

pd. Mengatakan bahwa fatwa tersebut sebagai 

pengigat supaya masyarakat kita terutama yang 

mampu dan berumur 60 keatas segera mendaftarkan 

diri untuk berhaji. Kebanyakan masyarakat indonesia 

sering menunggu tua baru mendaftar haji mereka tidak 

tahu akan daftar tunggu haji yang semakin lama dan 

membuat fisik mereka jadi lemah kualitas ibadah pun 

jadi kurang karena sudah tua. 

 

Dari 5 orang yang penulis wawancara ada 1 orang  

yang mengetahui fatwa MUI tentang penundaan 

pendaftaran haji bagi yang mampu,. Jadi kesimpulan 

yang diambil menurut penulis yaitu masih banyak 

yang belum mengetahui tentang fatwa penundaan 

pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. MUI belum 

melakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat. 

Ini dilihat dari masyarakat yang masih belum pernah 

tahu atau mendengar fatwa tersebut. Berikut hadis 
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yang menyuruh orang yang sudah mampu untuk 

berhaji.  

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Rasulullah Saw. 

bersabda:  

“Bersegeralah kalian berhaji-yaitu haji yang 

wajib-karena salah seorang di antara kalian tidak 

tahu apa yang akan menimpanya. 

 [HR. Ahmad). 

Dari Ibnu Abbas ra. Dari al-Fadhl (atau sebaliknya) 

berkata: Rasulullah Saw. bersabda:  

“Barangsiapa hendak melaksanakan haji, 

hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang 

seseorang itu sakit, binatang (kendaraannya) 

hilang, dan adanya suatu hajat yang menghalangi”.  

(HR. Ibnu Majah). 

Dari hadis ini rasulullah Saw menyuruh kita umat 

muslim untuk pergi berhaji karena kita tidak tahu 

kedepannya. Mumpung masih diberi rezeki berbuatlah 

baik. Karena niat baik itu sudah dihitung pahala disisi 

Allah Swt. 

b. yang Terjadi diMasyarakat tentang Fatwa Penundaan 

Pendaftaran Ibadah Haji Bagi yang Sudah Mampu 

Dari wawancara diatas dapat kita lihat bahwa 

masyarakat kota Bengkulu belum banyak mengetahui 

tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang 
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sudah mampu. Dan mereka masih kebingungan apa isi 

dari fatwa tersebut. Namun setelah penulis dijelaskan 

mereka paham dan mengerti tentang fatwa tersebut. 

Dari fatwa diatas kelima narasumber yang  

diwawancara setuju dengan fatwa ini dan setuju 

hukuman haram bagi orang yang berumur 60 tahun 

belum mendaftar haji.  

Alasanya narasumber setuju dengan fatwa ini 

karena fatwa ini mengigatkan untuk melaksanakan 

haji bagi masyarakat yang sudah istithaah agar segera 

mendaftar haji dan jangan menunggu tua untuk 

berhaji. Karena haji merupakan rukun islam ke 5.  

. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu 

pada rumusan masalah, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Menjawab rumusan masalah I Bahwa fatwa majelis 

ulama Indonesia No : 005/MUNAS X /MUI/XI/2020 

tentang penundaan pendaftaran ibadah haji bagi yang 

sudah mampu masih banyak masyarakat yang belum 

tahu tentang fatwa tersebut. Ini dikarenakan 

kurangnya sosialisasi dari MUI mengenai fatwa ini. 

Dari masyarakat yang penulis wawancara semua 

setuju dengan fatwa penundaan pendaftaran haji bagi 

yang sudah mampu. dari MUI kota Bengkulu 

sebenarnya sudah mensosialisasikan kemasyarakat 

agar segera mendaftar haji bagi yang sudah mampu 

baik fisik, batin, maupun finansial. Hanya saja MUI 

kota Bengkulu belum mensosialisasikan fatwa ini 

secara merata. Sehingga masih ada masyarakat yang 

belum tahu.  Fatwa ini menjadi salah satu acuan bagi 

masyarakkat yang bingung akan masalah jika ada 

keluarga, saudara yang menunda-nunda atau belum 

mendaftar haji padahal dia mampu. lewat para ulama 
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yang ada di MUI saat mereka berdakwa. selalu 

menyelipkan kajian tentang hukum haji dan 

pentingnya berhaji bagi orang yang sudah mampu. 

  

2. Menjawab rumusan masalah II Upaya yang dilakukan 

MUI kota Bengkulu dalam hal mensosialisasikan 

fatwa penunudaan pendaftaran haji bagi yang sudah 

mampu ini. Yaitu dengan cara membuat pengajian 

tentang pentingnya berhaji dan juga menyelipkan 

sedikit ajakan untuk segera berhaji bagi masyarakat 

yang sudah mampu. Selain itu para Ulama yang ada di 

MUI kota Bengkulu juga mengadakan khotbah 

serentak dibeberapa masjid dengan tema haji. dan 

mengajak masyarkat yang sudah istithaah untuk 

berhaji. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka 

terdapat beberapa saran sebagai berikut: 

 

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini belum 

mensosialisasikan fatwa tentang penundaan 

pendaftaran haji secara merata kepada masyarakat. 

Jadi kepada MUI kota Bengkulu agar terus 

mensosialisasikan fatwa ini dan mengandeng pihak 

yang mengurus haji seperti kementrian agama daerah 

untuk mensosialisasikan fatwa tersebut kepada 

masyarakat luas. 
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2. Zaman sekarang sudah cangggih tetapi MUI kota 

Bengkulu masih kurang dalam mensosialisasikan 

fatwa atau berita terbaru lewat media sosial. Seperti 

instagram, facebook dll. Diharapkan agar MUI kota 

Bengkulu bisa membuat terobosan baru untuk aktif di 

media sosial untuk mensoosialisasikan sebuah fatwa 

atau berita – berita terbaru dari Majelis Ulama 

Indonesia lewat media sosial. 
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